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KATA PENGANTAR

Paten sebagai perangkat pelindungan hukum terhadap kekayaan
intelektual di bidang teknologi menjadi salah satu indikator kemajuan
suatu negara. Oleh karenaitu semua elemen penghasil ilmu pengetahuan
dan teknologi, termasuk didalamnya perguruan tinggi dan lembaga
riset dan pengembangan, seharusnya berupaya maksimal menerapkan
sistem tersebut dalam kegiatan riset dan pengembangan.

Inventor yang telah memperoleh paten diwajibkan membayar biaya
tahunan yang besarnya semakin meningkat setiap tahun. Kondisi ini
dimungkinkan dengan asumsi bahwa keuntungan atas paten yang
diperoleh terjual dengan meningkat setiap tahun.

Buku Panduan Pemeliharaan Paten ini diterbitkan agar inventor
diharapkan mampu memahami pemeliharaan paten melalui
pembayaran biaya tahunan paten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Akhir kata, kami harapkan Buku Panduan Pemeliharaan Paten ini dapat
memberikan manfaat bagi segenap pemangku kepentingan kekayaan
intelektual di tanah air.

Jakarta, 15 Oktober 2021

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,

-

©

Dr. Freddy Harris, S.H., L.LM., ACCS.
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Biaya Tahunan Paten (Annual Fee)

Pemeliharaan Paten

Setelah memperoleh pelindungan hukum, Pemegang Paten wajib membayar
pemeliharaan/biaya tahunan Paten yang besarnya semakin meningkat setiap
tahun. Kondisi ini dimungkinkan dengan asumsi bahwa keuntungan atas Paten yang
diperoleh dari hasil komersialisasi Paten dan meningkat setiap tahun.

Apabila Pemegang Paten tidak melakukan pembayaran pemeliharaan paten/biaya
tahunan Paten, maka Paten akan dihapuskan.

Permohonan Paten melalui proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan
pemeriksaan substantif.

Permohonan Paten akan diputuskan oleh Pemeriksa Paten apakah permohonan

tersebut ditolak atau diberi (granted). Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Substantif,
dan diputuskan untuk diberi maka permohonan Paten dinyatakan dapat diberi Paten.
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Surat Pemberitahuan Paten Dapat Diberi

Selanjutnya, akan diterbitkan "Surat
Pemberitahuan Paten dapat Diberi"”.

Sertifikat Paten

Sertifikat diterbitkan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak tanggal "Surat
Pemberitahuan dapat Diberi Paten”. Sejak
terbitnya sertifikat Paten, maka dimulailah
kewajiban pemegang Paten untuk membayar
biaya tahunan sebagaimana amanat Pasal
21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten: "Setiap Pemegang Paten atau
penerima Lisensi Paten wajib membayar
biaya tahunan”.

Memberikan hak atas Paten untuk selama
10 atau 20 tahun terhitung sejak Tanggal

Penerimaan.

v KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INYELEK\‘UAL
JLHR Rasuna Said Kav 8-8, Kuningan, Jakarta Selatan, 1204
Telepon: (021) 57905611 Faksni (021) 57005611

Laman: http /www.dgip o 1d Surel: dopatent@dgip 90 1d

Nomor  + HKI-3HI08.0204 PO02017063950P 59 7DY
Lampran - 1 (satu halaman) 14 OFC 08
Hal Pemberitahuan dapat diberi Paten

Achmad Fatchy, SH

AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Graha Pratama Building, 15th Floor,

JI. MT Haryono Kav. 15, Jakarta 12810,
Indonesia

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemerksaan substantif terlampir.
permohonan paten berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten:

Nomor Permohonan P00201706395

Tanggal Penerimaan - 24 Februan 2016

Pemohon Vesuvius USA ration

Judul invensi PELAPIS BEJANA METALURGI DENGAN STRUKTUR

PERFORAS| YANG DIKONFIGURAS!

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) dan 128 ayat (1) Undang-Undang Nomr 13 Tahun
2016 tentang Paten mengatur bahwa Pemegang Paten menilki kewajban untuk membayar
biaya tahunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten (granted)
dan apabia dalam jangka wakiu cimaksud belum dibayarkan, maka Paten dapat dinapuskan
Informasi atas biaya tahunan dlampirkan bersama dengan Sertfikat dan Dokumen Paten

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasin

Paten, Desain Tata Letak

[oF dan Rahasia Dagang,

-

Tembusan. 5
3. Yih. Dwrektur Jenderal Kekayaan Intelekiual (sebagai Laporan)
2. Windyo Purwadi, 81

NIP. 197603082001121001 \

Form HKIA0122013
ember 2019

Sesuai dengan hasil Pemeriksaan
Substantif, permohonan Paten
dinyatakan dapat diberi Paten

REPUBLIK INDONESIA-
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republk Indonesia berdasarkan
Nomor 13 Tahun . memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat 1. BEWING JINGDONS SHANNGKE INFORMATION
Pemegang Paten 0.,
Thg et 1.5 isore & th sastar 1-4% Foars
Bulding No. 11, he four dlatiof West Cecar Creatve
Park Xingshikou Road NO. 65, Haidian Distri
Beiing 1001

CHINA.
BELING JINGDON CENTURY TRADING CO,, LTD.
Room B168, Buiding 2, No 99 Kechuang 14" street,
i omic-Tochnological Development Area,
Beijng 100176,
CHINA.

Untuk : METODE
Judul

UNTUK TAMPILAN LAMAN

Inventor DAL Ran HAN, Xiaoyue
ZHANG, Katao WANG, Fei
YANG, Siyong LU, Junhua
Tanggal Penerimaan 30 Desember 2015
Nomor Paten : IDP000073219
Tanggal Pemberian : 26 November 2020
Pori Paten untuk invensi torsbut diber kan untuk selama 20 tahun terhitung sejak |
Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten). |

Sertfkat Paten in diampir dengan deskipsi, Kaim, absirak dan gambar (ka ada) dari invensi
yang tidak terpisahkan dari sertifikat i

.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

%ﬁ*r/

Dr. Freddy Harris, S.H., LLM., ACCS.
NP 156611181984031001
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN
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& Klaim, Abstrak, Biaya
Pemeliharaan Paten
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Sertifikat Paten dan Lam n

MezonE oaw s1s?

Sertifikat Paten dilampirkan dengan publikasi B (front page), deskripsi, klaim, abstrak,
dan gambar jika ada, serta informasi biaya tahunan Paten (Pasal 90 ayat (2) Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 tahun 2018 tentang Permohonan Paten).

8 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN .
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Kewajiban Membayar Biaya Tahunan

UU No. 13 / 2016 PATENT

- Pasal 126 ayat (1); dan

- Pasal 128 ayat (1). LAW

Pemegang Paten memiliki
kewajiban untuk membayar
Biaya Tahunan paling
lambat 6 bulan terhitung
sejak tanggal diberi Paten
dan

Apabila  dalam  jangka
waktu dimaksud belum
dibayarkan, maka Paten
dapat dihapuskan

Pemegang Paten atau penerima lisensi memiliki kewajiban membayar biaya tahunan.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur mekanisme
pembayaran serta jangka waktu bagi mereka pemegang Paten.

Pemegang Paten memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Tahunan paling lambat
6 bulan terhitung sejak tanggal diberi Paten (Pasal 126 ayat (1)).

Apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten dapat
dihapuskan (Pasal 128 ayat (1)).

Pembayaran biaya tahunan/pemeliharaan Paten Tahun Pertama untuk Paten dan
Paten sederhana, dimulai sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi

Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

Apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten dapat
dihapuskan (Pasal 128 ayat (1)).

= L) 2
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Pemeliharaan Paten

Pemegang Paten atau penerima lisensi memiliki kewajiban membayar biaya tahunan.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) mengatur
mekanisme pembayaran serta jangka waktu bagi mereka pemegang paten.
Pemeliharaan paten atau anuitas paten adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemegang
Paten atau penerima lisensi ke kantor paten untuk mempertahankan pelindungan
paten agar tetap terlindungi. Ketentuan mengenai pemeliharaan paten diatur dalam
UU Paten.

)
Pemellhqraan Paten Apabilasampaidg Biaya Tahunan termasuk
adalah Biaya ﬁc\iNOkkmyg gifenfukokn F;erllerin;qgr;(Nsﬂg}rac)l
ak membayar maka ukan Paja
Tahunanyang Paten dinyatakan PP No. 28/2019

dibayarkan oleh dihapus

emegang Paten atau

sampai dengan tahun .“ I .“
terakhir masa

pelindungan Paten.

Komponen Biaya UU No. 13/2016
terdiriatas Pasal 126 ayat (1);
Biaya Pokok + Biaya dan
per Klaim Pasal 128 ayat (1)

Pemeliharaan Paten adalah Biaya Tahunan yang wajib dibayarkan oleh Pemegang
Paten atau penerima lisensi sampai dengan tahun terakhir masa pelindungan Paten.

10 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Pemegang Paten yang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan setelah
jatuh tempo untuk melakukan pembayaran biaya tahunan paten maka paten tersebut
dihapuskan baik sebagian atau seluruhnya menurut ketentuan dalam Pasal 128 ayat 1
jo Pasal 130 huruf (d) UU Paten.

Biaya tahunan merupakan pendapatan Negara bukan pajak yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Pemegang Paten atau kuasa/Konsultan KI dapat mengetahui
besaran biaya tahunan dalam PP PNBP tersebut.

Jika pembayaran biaya tahunan paten tidak dibayarkan, maka paten tersebut
dihapuskan oleh kantor Paten.

Pembayaran Pemeliharaan Paten
untuk pertama kali waijib dilakukan

paling lambat é bulan sejak tanggal
Pembayaran sertifikat Paten diterbitkan
Pemellharaan meliputi biaya tahunanyg dihitung
P sejak fanggal permohonan sampaidg
?ien / tahun diberi Paten ditambahbiaya
Biaya Tahunan tahunansatu tahun berikuinya.

Paten

Pembayaran Pemeliharaan Paten
untuk tahun selanjutnya dilakukan
paling lambat 1 bulan sebelum tanggal
yg sama dg tanggal penerimaan pada
periode masa pelindungan tahun
berikutnya.

Pembayaran biaya tahunan kali pertama dilakukan paling lambat enam bulan,
terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan bagi mereka yang permohonan
patennya disetujui oleh menteri terkait sesuai ketentuan Pasal 126 ayat 1 UU Paten.

Menurut Ketentuan dalam Pasal 126 ayat 2 UU Paten, pembayaran biaya tahunan
tersebut berlaku untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan
untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten
ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Adapun untuk pembayaran biaya
tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang
sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.

Pembayaran biaya tahunan paten dapat dilakukan oleh pemegang paten atau melalui
kuasa/konsultan Kl secara online.

= L)
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

PEMBAYARAN PERTAMAKALI : 6 BULAN
DIHITUNG SEJAK 31 MEI 2021 (PATEN DIBERI)

Penghitungan Biaya Tahunan Paten
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
Jin. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940

Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id
02 NOVEMBER 2018 :
INFORMASI BIAYA TAHUNAN TANGGAL PENERIMAAN

Nomor Paten - IDP000077155 Tanggal diber1 :31/05/2021 Jumlah Klaim :6
Nomor Permohonan : PID201808867 IPAS Filing Date  : 02/11/2018
Entitlement Date  : 02/11/2018

JUMLAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara 1.450.000
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan L0000
adalah sebagaimana dalam tabel di bawah. o000
PEMBAYARAN 1.850.000
TAHUN o - - : 1.850.000
oS NOVEMBER unan | perode perindungan PSS | Bore | Rore | Tott | TR loonan pombayeran | [T
2018 SD 31 MEI -
2021 -> TAHUN [ 2/11/2018-01/11/2019 30/11/2021  |1.000.000 6 | 450.000 {1.450.000 o o
KE4 [92/11/2018-01/1172020 30/11/2021  |1.000.000 6 | 450.000 |1.450.000 o o
- DITAMBAH [92/11/2020-01/11/2021 30/11/2021  1.000.000 6 | 450.000 (1.450.000 o 0
SATU TAHUN -
BERIKUTNYA p2/112021-01/112022 3011172021 |1.250.000 6 | s00.000 [1.850.000 0 0
TAHUN KE 5 [ 5 p211/2022-01/11/2023 03/10/2022  [1.250.000 6 | 600.000 [1.850.000 0 o
6 102/11/2023-01/11/2024 03/10/2023  |1.750.000 € |1.050.000 {2.800.000 o o 2.800.000
7 102/11/2024-011172025 03/10/2024  [2.250.000 6 ]1.350.000 {3.600.000 o 0 3.600.000
8 102/11/2025-01/11/2026 03/10/2025  [2.250.000 6 ]1.350.000 {3.600.000 o 0 3.600.000
9 102/11/2026-01/1172027 03/10/2026 [3.000.000 € |1.800.000 {4.800.000 o 0 4.800.000
10 02/11/2027-01/11/2028 03/10/2027  {4.000.000 6 |1.800.000 {5.800.000 o 0 5.800.000
n 102/11/2028-01/11/2029 03/10/2028  [6.500.000 6 |3.000.000 {9.500.000 o 0 9.500.000
12 102/11/2029-01/11/2030 03/10/2029 |6.500.000 6 §3.000.000 {9.500.000 o 0 9.500.000
13 102/11/2030-01/11/2031 03/10/2030  {6.500.000 6 |3.000.000 {9.500.000 o 0 9.500.000
14 102/11/2031-01/11/2032 03/10/2031  |6.500.000 6 |3.000.000 {9.500.000 o 0 9.500.000
15 102/11/2032-01/11/2033 03/10/2032  |6.500.000 6 |3.000.000 {9.500.000 0 0 9.500.000
16 [02/11/2033-01/1112034 03/102033  [6.500.000 6 [3.000.000 [9.500.000 0 o| 9:s00.000
17 102/11/2034-01/11/2035 03/10/2034  |6.500.000 6 [3.000.000 {9.500.000 o 0 9.500.000
18 j02/11/2035-01111/2036 03/10/2035  [6.500.000 6 [3.000.000 [3.500.000 [] o| es00.000
19 02/11/2036-01/112037 03/102038 [6.500.000 6 [3.000.000 [3.500.000 0 o| s.s00.000
20 102/11/2037-01/11/2038 03/10/2037  [6.500.000 6 [3.000.000 {9.500.000 0 0 9.500.000

PEMBAYARAN PERTAMA PALING LAMBAT
DIBAYARKAN 6 BULAN SEJAK TANGGAL DIBERI

PATEN (31 MEI 2021) YAITU JATUH PADA TANGGAL
(30 NOVEMBER 2021)

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten,
pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dibayarkan paling lambat 6 bulan
sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan. Pembayaran biaya tahunan tahun pertama
dihitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal diberi paten ditambah satu
tahun berikutnya.

Contoh pada tabel diatas dapat kita lihat tanggal penerimaan pada 02 November
2018 dan tanggal diberi paten pada 31 Mei 2021, maka pembayaran pertama dihitung
mulai dari tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 02 November 2021 (tahun ke-1sampai
dengan tahun ke-4) ditambah satu tahun berikutnya (tahun ke 5). Jadi perhitungan
untuk pembayaran pertama adalah :

12 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA | 2021




PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Tahun ke-1 1,450,000 Wemmm
Tahun ke-2 1,450,000

Pembayaran Pertama

Tahun ke-3 1,450,000
Tahun ke-4 1,850,000
Tahun ke-5 1,850,000
Total 8,050,000

(Tahun ke-1 sampai
Tahun ke-4) + Tahun
ke-5

Jatuh tempo pembayaran paling lambat dibayarkan 6 (enam) bulan sejak tanggal
diberi paten. Pada contoh tabel diatas tanggal diberi paten adalah 31 Mei 2027,
sehingga jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 November 2021.

Berdasarkan pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Paten, Pembayaran biaya tahunan untuk tahun berikutnya dibayarkan paling lambat
1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode
berikutnya. Pada tabel diatas tanggal penerimaan adalah 02 November 2018, maka
tanggal jatuh tempo pembayaran setiap periode adalah tanggal 03 Oktober setiap
tahun berjalan.
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

SIMPAKI

mempermudah sistem
pembayaran

Pembayaran biaya tahunaan Paten wajib menggunakan aplikasi SIMPAKI yang
merupakan sistem pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual online. SIMPAKI| dapat
mempermudah sistem pembayaran bagi para pemohon pelayanan jasa Kekayaan
Intelektual. SIMPAKI dapat diakses pada laman simpaki.dgip.go.id.

14 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN mr
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Prosedur Pembayaran Online Pemeliharaan Paten

PROSEDUR ||<] REIARN RISLESIOAL
PEMBAYARAN ONLINE

PEMELIHARAAN PATEN

SELAMA WORK FROM HOME

0 Akses laman Q simpaki.dgip.go.idR

Isilah data anda pada pemesanan Unduh dan cetak bukti Pembayaran dapat
nomor pembayaran dan anda pemesanan nomor melalui bank, ATM,
akan mendapatkan kode pembayaran. internet banking.
pembayaran.
Batas
e '.'L"" o Bukti pembayaran, formulir biaya 5§;:1t}2¥2r:entelah
:/ pemeliharaan, dan surat kuasa pemesanan kode
\ I diunggah ke loketvirtual.go.id. pembayaran
- l_ Formulir biaya pemeliharaan dapat
— diunduh pada laman dgip.go.id

Tata cara pembayaran online Pemeliharaan Paten yaitu:
1. Mengakses laman simpaki.dgip.go.id;

2. Mengisi data pada pemesanan nomor pembayaran yang meliputi jenis pelayanan,
biaya (jasa) tahunan pemeliharaan patenatau patensedehana, memilih kriteria paten
yang akan dibayar meliputi (umum, usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan,
lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah), tahun pembayaran, jumlah
klaim, nomor paten, dan identitas pemohon. Selanjutnya akan mendapatkan kode
pembayaran;

3. Mengunduh dan mencetak bukti pemesanan nomor pembayaran;

4. Melakukan pembayaran dapat melalui bank, ATM, internet banking (batas
pembayaran 7x24 jam setelah pemesanan kode pembayaran);

5. Mengunggah bukti pembayaran dan formulir biaya pemeliharaan ke loketvirtual.
dgip.go.id kemudian mendapatkan validasi melalui email. Formulir dapat diunduh
di dgip.go.id.

= L) 2
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN
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PEMESANAN NOMOR
PEMBAYARAN

JENIS PELAYANAN
~Pilih~

=~ Pilih =

NAMA PEMOHON

Input Nama Pemohon

ALAMAT PEMOHON
Inpyt Alamat Pemohon

B hup/simpakidgip.godd, (11 O Y =

umum

Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal e

JUMLAH KLAIM
NOMOR
NAMA PEMOHON

ALAMAT PEMOHON

Input Alamat Pemohon

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA | 2021

Parmohonan Lisensi Wajlb

Permohonan Petikan Daftar Umum
Paten

Permohonan Salinan Dokumen Paten

Biaya Permohonan Penelusuran Paten
Dalam Neaeri

Blaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan
Paten

Biaya (Jasa) Tnhunon Pemeliharaan
Paten Sederhan

Menggunakan Mekanisme Mas
Tenggang Waktu
Blaya (Jasa) Administras|
Permohonan Paten Melalul Paten
Cooperation Treaty (PCT)

Denda Koterlambatan Permohonan
Paten Melalul PCT Fase Nasional
Paling Lambat 3 Bulan dikarenakan
Unsur Ketidaksengojaan

a

AP Paral

Tata cara pengisian pemesanan nomor pembayaran yaitu:
1. Mengakses laman simpaki.dgip.go.id;

2. Memilih jenis pelayanan Kekayaan Intelektual yang tersedia: klik Paten, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;

3. Memilih biaya (jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana.

-Pilih- >

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lombaga
Pendidikan, dan Lembaga Penelitian
dan Pengembangan Pemerintah

Umum

TAHUN

DIRIK'O!A‘NINDIRAI.
m mmm A HAM L

Pilih  kriterin paten yang akan
dibayar : umum, usaha mikro, usaha
kecil, lembaga pendidikan, lembaga
penelitian  dan  pengembangan
pemerintah

Pilih tahun pembayaran
berdasarkan informasi atas biaya
tahunan yang dapat dilihat pada
lampiran sertifikat paten

Isi jumlah klaim dan nomor
paten dengan teliti

Isiidentitas  pemohon
(nama, alamat, provinsi,
lmlmpn n/imu

, email,
nomor hp)

4. Memilih kriteria paten yang akan dibayar: umum, usaha mikro, usaha kecil, lembaga
pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;

g [T



PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

5. Memilih tahun pembayaran berdasarkan informasi atas biaya tahunan yang dapat
dilihat pada lampiran sertifikat Paten;

6. Mengisi jumlah klaim dan nomor Paten dengan teliti;

7. Mengisi identitas pemohon (nama, alamat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
email, nomor HP);

Tata Cara Pengisian
Formulir Biaya
Pemeliharaan Paten

» Klik formulir biaya
pemeliharaan paten

Formulir HKI /#/ = Isi identitas pemohon

dan data paten sesuai
dengan sertifikat paten

« Isi data biaya
pemeliharaan paten
berdasarkan
informasi biaya
tahunan yang dapat

A Formule permohanan Pancatatan dilihat pada
i lampiran sertifikat
[ N—— paten

8. Mengakses laman https:/dgip.go.id/formulir-terkait-permohonan-paten;
9. Klik formulir biaya pemeliharaan paten;
10.Mengisi identitas pemohon dan data paten sesuai dengan sertifikat paten;

11. Mengisi data biaya pemeliharaan paten berdasarkan informasi biaya tahunan yang
dapat dilihat pada lampiran sertifikat paten.

- S i
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Biaya Pemeliharaan Paten Biasa

PP 28 TAHUN 2019 PP 28 TAHUN 2019
PATEN BIASA PATEN UMKM
Biaya (Rp) Biaya (Rp)
Tahun ke - Dasar Klaim Tahun ke - Dasar Klaim
1 1.000.000 75.000 1 - -
2 1.000.000 75.000 2 - -
3 1.000.000 75.000 3 c 2
4 1.250.000 100.000 4 - -
5 1.250.000 100.000 5 - -
6 1.750.000 175.000 6 1.500.000 150.000
7 2.250.000 225.000 7 2.000.000 200.000
8 2.250.000 225.000 8 2.000.000 200.000
9 3.000.000 300.000 9 2.500.000 250.000
10 4.000.000 300.000 10 3.500.000 250.000
11 6.500.000 500.000 11 5.000.000 250.000
12 6.500.000 500.000 12 5.000.000 250.000
13 6.500.000 500.000 13 5.000.000 250.000
14 6.500.000 500.000 14 5.000.000 250.000
15 6.500.000 500.000 15 5.000.000 250.000
16 6.500.000 500.000 16 5.000.000 250.000
17 6.500.000 500.000 17 5.000.000 250.000
18 6.500.000 500.000 18 5.000.000 250.000
19 6.500.000 500.000 19 5.000.000 250.000
20 6.500.000 500.000 20 5.000.000 250.000
Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana
SEDERHANA SEDERHANA
Tahun Biaya (Rp) Biaya (Rp) Tahun Biaya (Rp) Biaya (Rp)
Ke- Dasar Klaim Dasar Klaim Ke- Dasar Klaim Dasar Klaim
1 550,000 | 50,000 750000 50,000 1 B i : :
2 550,000 50,000 750,000 50,000 2 - - - -
3 550,000 | 50,000 | 750,000 50,000 3 . - - -
4 550,000 50,000 750,000 50,000 4 - - - -
5 | 1100000 50000 1250000] 50,000 5 Z : 5 :
6 1,650,000 50,000 | 1,700,000 50,000 6 1,650,000 50,000 | 1,650,000 50,000
7 2,200,000 50,000 | 2,300,000 50,000 7 2,200,000 50,000 | 2,200,000 50,000
8 2,750,000 50,000 | 2,800,000 50,000 8 2,750,000 50,000 | 2,750,000 50,000
9 3,300,000 50,000 | 3,500,000 50,000 9 3,300,000 50,000 | 3,300,000 50,000
10 3,850,000 50,000 | 4,000,000 50,000 10 3,850,000 50,000 | 3,850,000 50,000
18 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Pembayaran untuk Tahun Berjalan

Ol 02 03

Kantor Patenakan Pembayaran Apabila Biaya
Igerkmm surgt I'<e Biaya Tahunan Tahunan belum
emegangraren dapat dilakukan dibayarkan sampai
gfb"enlr:liiejg?t?hl;g?npo olell?\ Pemegang Jangka wakiy yang
berikutnya. Konsultan. :

Informasi biaya tahunan akan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
jatuh tempo kepada Pemegang Paten melalui website dgip.go.id atau melalui email
yang dikirim ke Konsultan HKI atau Pemegang Paten.

Petugas menentukan Paten mana sajakah yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga
puluh) hari ke depan. Petugas memeriksa dan menganalisa nomor-nomor Paten
mana saja yang akan jatuh tempo.

Untuk Paten yang sudah melakukan pembayaran jauh sebelum 30 hari jatuh tempo
tidak akan diberitahukan lagi. Demikian juga Paten yang telah dihapus berdasarkan
permintaan pemegang Paten sendiri.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembayaran biaya tahunan

Paten untuk tahun berjalan antara lain:

1. Kantor Paten akan memberitahukan/ memperingatkan secara dini ke pemegang
Paten 30 harisebelum jatuh tempo tahun pembayaran berikutnya yang diumumkan
dalam website dgip.go.id/Paten (Informasi Peringatan Dini Pemeliharaan Paten)
atau melalui email;

2. Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh pemegang Paten atau Konsultan;

3. Apabila biaya tahunan belum dibayarkan sampai jangka waktu yang ditentukan,
Paten dapat dihapuskan.

= 9.
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Pembayaran Untuk Tahun Berjalan

DIRECTORATE OF PATENT, LAYOUT DESIGN OF 1C AND TRADE SECRET
I 1R Fasume S Ky 80 Kuningan Janarie Setaten 12040
Pronnd 0cs, (6221) V905011, Wobshe waw 89 90 <

INFORMATION ON PAYARLE ANNUITIES

ased on the Government Regelation Nwmber 25 of 2019 on Types and Taelff on Non-Tax Stwe Revemes in the
Miistry of Law aod Hwman Rights, sisties 1 be paid as specified under the folkmwing wbles

Patent Nwmber 1DP0000A2 0% Granted Date 15012013 Claim Numbey 0
Application Number WO0200700244 IPAS Filing Date 24012007
Entithenent Date 21062008
The caloulation of paid sl fee
Yo O Owie ot
Protwstion Porlod  DueOste | NESL | Ameunt It

2V X0 2700000 KM A0, Tow O 200 000 Srehvrgn 0

218000 200w 0 2700000 AWM AD. T s 000 000 ot

VAR 0 700,000 AWM 4D, Tidw e 000,000 S ehvrge O

2V XY 000,000 KM A0, Tow Owen 4.

2V N0

£.000.000 KA A Tohw O 4

0 00N

10,000,000 KV 40, Tokw Owen

T DA 2006001

2V N0 100000 000 KA 40, Tokw Owen 8,000 000 Srchwge 0

A 0N 12,000 000 EAWm 40, Tk Cwen 16000 00 Susiwnge O

YOm0 0RO 13,000 (00 EAwm 45, Tk i YOEODD0 Brchrge O
TR U5 0 R A e ——

. 20 00 6 (15000 000 Exwm 40, Tt O

T T r 180 me bwm

R DS R0 15,000 (00 Kowm 0

20 19 2004 15,000 000 Kbwm 4 orwtin 10 39 2006

00 2000 ) S e ——

Pembayaran pemeliharaan Paten
setelah tahun pertama (ke-1) atau

Caleulation of uopard aaual fee

‘L‘:.?.',' Protecien Porid atue TR el | o ol mosnnad s foas) untuk tahun selanjutnya dilakukan
[ o sesees [ |_Smemmpuniel 9] ipmeee paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
e e s e e e T tanggal yang sama dengan Tanggal
[T ey lomows proae| o poim e o py ooy Penerimaan pada periode masa

pelindungan tahun berikutnya.

Payable Ansnty watll 24/08 2020 1 7t year) s IDR 26,200 000

st mmity i euained 10 e paic 160 Later thae 6 (46x) monthis as from the date of gt of patent

Tt mnnity eompeises of fiest annuitity siice the filing date uetil the yoar of Genat plus sty for the followiog
your

Next annuity s 10 be paid 10 Wter than | (one) moath before the same date of the Fikng Date within the

Seperti contoh di samping pada

peotection pesod of the followiag yoar

Request for ananity suspeosion shiall be socepted if it s Ciled o later than 7 days before the due dase of sty
payimet for subsequent year, and it does et constitute the first annuty paymest

T the eveunt dhat (v anaisity bas not been paid wati the speeilied period, the Patent is desaned 10 be lnvalidated
Tow More information, please contact Us ot yumd patenit gearl com

IDP000032709batas akhir
pembayaran adalah 22 Mei 2021,
berarti 1 bulan sebelumnya (22 April

2021) harus sudah membayar.

Pembayaran pemeliharaan Paten setelah tahun pertama (ke-1) atau untuk tahun
selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan
Tanggal Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.

Seperti contoh di atas pada IDPO00032709 batas akhir pembayaran adalah 22 Mei
2021, berarti 1 bulan sebelumnya (22 April 2021) harus sudah membayar.

TAHUN
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Tarif Tertentu Pembayaran Biaya Tahunan Paten

PERMENKUMHAM
NO. 20 TAHUN 2020
TARIF TERTENTU

PEMBAYARAN 2 (LEMBAGA PENDIDIKAN ]

BIAYA TAHUNAN
PATEN ® [LEMBAGA PENDIDIKAN ]

o

0 | PEMERINTAH LAINNYA

2 [LEMBAGA PENELITIAN & ‘
B | PENGEMBANGAN PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2020 tentang
Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta,
tarif tertentu pembayaran biaya tahunan Paten diberlakukan bagi Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya, Perguruan
Tinggi Negeri dan Swasta, Sekolah Negeri dan Swasta, serta Lembaga Litbang
Pemerintah.

Berikut ini maksud dari:

USAHA MIKRO, vyaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang didirikan berdasarkan
peraturan di Indonesia.

USAHA KECIL, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang
perorangan/badan usaha yang bukan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan
yang dimiliki dikuasai/menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah/Usaha Besar & kriteria Usaha Kecil berdasarkan peraturan di Indonesia.

LEMBAGA PENDIDIKAN, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

LEMBAGA PENDIDIKAN PEMERINTAH LAINNYA, yaitu kelompok layanan pendidikan

yang menyelenggarakan pendidikan dan dikelola oleh pemerintah selain jalur formal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

= 9!
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

LEMBAGA PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINTAH, yaitu lembaga yang
melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan pemerintah, tidak
termasuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang berasal dari Badan Usaha
Milik Negara/Daerah.

TIDAK MEMBAYAR biay a pemeliharaun
PatenTAHUN Is.d. TAHUN V: Usaha Mikro,
Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan,
Lembagalitbang Pemerintah

(PP NO. 28/2019

PEMBAYARAN 10% dairi tarif biaya tahunan Paten TAHUN
PEMELIHARAAN VI 's.d. TAHUN X / X% Usaha Mikro, Usaha

PATEN Kecil, Lembaga Pendidikan, Lembaga

Litbang Pemerintah
PP NO. 28/2019 (Permenkumham NO. 20/2020)
PERMENKUMHAM NO.
20/2020 Rp0,00 dari kew ajiban pembayaran biaya
tahunan Paten TAHUN VI s.d. TAHUN X / XX:
Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta, Sekolah Negeri dan Swasta,
Lembaga Pendidikan Pemerintah *Paten belum
komersial, Paten dihibahkan/diw akafkan utk
kepentingan sosial &/atau umum
Permenkumham NO. 20/2020)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) yang Berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa biaya tahunan pemeliharaan Paten untuk
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Pemerintah pada
tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan Paten) sampai
dengan tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan Paten)
adalah Rp0,00 atau tidak membayar.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata
Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta memberikan
keringanan biaya tahunan pemeliharaan Paten sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Litbang Pemerintah
dapat dikenakan tarif sebesar 10% dari tarif biaya tahunan Paten;

2. Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah
Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan
tarif sebesar Rp0,00 dari kewajiban pembayaran biaya tahunan Paten; dan

3. Dalam hal Paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau
umum, terhadap pemegang Paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 atas biaya
tahunan Paten.

22 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN
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Syarat Tarif 10% Biaya Tahunan Paten

Ol 02 03

Terdaftar sbg Paten terdaftar Mengajukan
Usaha Mikro, atas nama permohonan
Usaha Kecil Lembaga pengenaan
Pendidikan atau .
Lembaga Litbang tarif 10%

Pemerintah

Syarat pengenaan tarif 10% biaya tahunan Paten yaitu:

1. Terdaftar sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil; atau

2. Patenterdaftar atas nama Lembaga Pendidikan atau Lembaga Litbang Pemerintah;
dan

3. mengajukan permohonan pengenaan tarif 10% biaya tahunan atas Paten (formulir
permohonan dapat diunduh pada website dgip.go.id).

Syarat Tarif Rp 0,00

o2 ® & N
H | % /4
Paten terdaftar atas Paten dihibahkan
nama Lembaga Litbang - R
Pemerintah/Perguruan atau dlwakaﬂfan Mengajukan
Tinggi Negeriatau untuk kepentingan permohonan
Swasta/Sekolah Negeri sosial &/atau pengenaan tarif
atau Swasta/Lembaga umum Rp0.00
Pendidikan Pemerintah PY,
lainnya

Syarat pengenaan tarif Rp0,00 biaya tahunan Paten yaitu:

1. Paten terdaftar atas nama Lembaga Litbang Pemerintah/Perguruan Tinggi Negeri
atau Swasta/Sekolah Negeri atau Swasta/Lembaga Pendidikan Pemerintah
lainnya;

2. Paten tersebut belum komersial;

3. terhadap Paten yang dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial &/atau
umum: dan

4. mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (formulir permohonan dapat
diunduh pada website dgip.go.id).
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Permohonan Tarif Tertentu

24

ELEKTRONIK NON-
ELEKTRONIK

Permohonan tarif tertentu pada pelayanan Paten dilakukan secara elektronik atau
non-elektronik.

Permohonan tarif tertentu pada pelayanan Paten secara elektronik dilakukan dengan
mengisi formulir pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sertifikat Paten

Dokumen
permohonan tarif 10%
bagi Usaha Mikro

atau Usaha Kecil Tanda Daftar Perusahaan

Nomor Induk Berusaha

Surat Keterangan

Permohonan pengenaan tarif 10% untuk Usaha Mikro atau Usaha Kecil harus
mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Paten;
. Kartu Izin Usaha:
Tanda Daftar Perusahaan;

Nomor Induk Berusaha; dan

noA WN

Surat Keterangan sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil dari satuan kerja perangkat
daerah yang menangani bidang Usaha Mikro atau Usaha Kecil, atau Izin Usaha lain
yang menunjukan bahwa pemohon merupakan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA | 2021




PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Dokumen O L Sertifikat Paten

permohonan tarif 10%

bagi Lembaga
Pendidikan & - Surat Permohonan
Lemboga Lifbang ditandatanganipimpinan
Pemerintah
e Surat Pernyataan
= Paten tidak dialihkan

Permohonan tarif 10% untuk Lembaga Pendidikan dan Lembaga Litbang Pemerintah
harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Paten;

2. Surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif 10% yang ditujukan
kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh pimpinan yang
berwenang pada Lembaga Pendidikan atau Lembaga Litbang Pemerintah; dan

3. Surat pernyataan bahwa Paten tidak dialihkan atau masih dimiliki oleh Lembaga
Pendidikan tersebut.

Dokumen permohonan QES I Sertifikat Paten
tarif Rp0,00 bagi s

Lembaga Litbang
Pemerintah, Perguruan
Tinggi NegeriSwasta, Surat Permohonan
Sekolah Negeri/Swasta, ditandatanganipimpinan
Lembaga Pendidikan
Pemerintahlainnya

Surat Pernyataan
bermateraicukup:
Paten terdaftar
belum komersial

S T O
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Permohonan tarif Rp0,00 untuk Lembaga Litbang Pemerintah, Perguruan Tinggi
Negeri atau Swasta, Sekolah Negeri atau Swasta, Lembaga Pendidikan Pemerintah
lainnya, harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Paten:

2. Surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp0,00 yang ditujukan
kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh pimpinan yang
berwenang pada Lembaga Litbang Pemerintah, atau Perguruan Tinggi Negeri atau
Swasta, atau Sekolah Negeri atau Swasta, atau Lembaga Pendidikan Pemerintah
lainnya; dan

3. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Paten terdaftar
belum komersial.

Dokumen permohonan
tarif Rp0,00 untuk Paten

Surat Permohonan
ditandatanganipemegang
Paten atau kuasa

yang dihibahkan/
diwakafkan

SuratPernyataanbermateraicukup:
Paten dihibahkapdiwakafkaruntuk
kepentingarsosial&/atauumum

Permohonan tarif Rp0,00 terhadap Paten yang dihibahkan atau diwakafkan harus
mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Paten;

2. Surat Permohonan disertai alasan terkait pengenaan tarif Rp 0,00 yang ditujukan
kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh pemegang Paten atau
kuasa:

3. Bukti tertulis bahwa Paten telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan
sosial dan/atau umum; dan

4. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Paten dihibahkan
atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum
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PANDUAN PEMELIHARAAN PATEN

Permohonan
harus diajukan

setiap tahun

KETENTUAN LAIN

TARIF TERTENTU Permohonanuntuk Permohonansetelah
tahunke-6, tahunke-6,
permohonan

permohonanharus
diajukanpaling
lambat3 bulan
terhitungsejak
tanggalsertifikat
Paten

= tersebutdiajukan
— palinglambat3
” bulansebelumjatuh
tempopembayaran
tahunberikutnya

Jika pengajuantarif tertentutidak dilakukan
pemegangpatendikenakantarifsesuai
@ denganperaturanperundangundangan

Beberapa ketentuan lain terkait tarif tertentu atas biaya tahunan Paten antara lain:
1. Permohonan tarif tertentu harus diajukan setiap tahun;

2. Pengajuan tarif tertentu mulai berlaku sejak tahun ke-6 s.d. berakhirnya masa
pelindungan;

3. Permohonan untuk tahun ke-6 harus diajukan paling lambat 3 bulan terhitung
sejak tanggal sertifikat Paten;

4. Permohonan setelah tahun ke-6 harus diajukan paling lambat 3 bulan sebelum
jatuh tempo pembayaran tahun berikutnya;

5. Jika pengajuan tarif tertentu tidak dilakukan, maka pemegang Paten dikenakan
tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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